[ SALINAN ]

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI INTAN JAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 6 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu
menetapkan standar satuan harga;

bahwa Standar Satuan Harga adalah besaran harga yang
ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan
perencanaan penganggaran daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2097);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
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14.

15.

16.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembara Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
atas Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Dan
Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 60);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
350);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2083);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten
Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten
Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1};
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021
Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 6 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 6);

27. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya
(Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor
1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya
(Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor
4);

28. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 31 Tahun 2024
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Intan
Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024
Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN

HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2;

Daerah adalah Kabupaten Intan Jaya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Intan Jaya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya.

6. Standar.../6




-6-

6. Standar Satuan Harga adalah satuan harga dan biaya paling tinggi untuk
perolehan barang dan/atau jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Intan Jaya.

7. Harga dasar adalah harga yang berlaku di pasaran setempat.

8. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Rl yang selanjutnya disingkat SIPD
RI adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi
keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling
terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Standar Satuan Harga adalah sebagai pedoman/dasar penyusunan
rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 3

Tujuan Standar Satuan Harga adalah:

a. efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabel dalam perencanaan dan
penganggaran satuan kerja perangkat daerah; dan

b. menciptakan kepastian hukum.

BAB 111
STANDAR SATUAN HARGA
Pasal 4

(1) Pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan harga pasar yang berlaku.
(2) Standar Satuan Harga barang digunakan untuk keperluan perencanaan
dan penganggaran.

Pasal 5

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Dalam rangka pengadaan barang dan jasa Pemerintah, standar satuan
harga merupakan batas harga tertinggi sudah termasuk pajak
pertambahan nilai.

(2) Standar.../7




-8

(2) Standar Satuan Harga disusun dengan mengacu pada standar nilai
minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebuah barang.

(3) untuk keperluan pengadaan barang/jasa, PA/PPK wajib menyusun HPS
berdasarkan harga pasar yang berlaku.

BAB IV
METODE STANDAR SATUAN HARGA
Pasal 7

Metode perhitungan dalam penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026, menggunakan rumus regresi linier (P =
(PO+(x*a)*b))*c)*d :

Keterangan :

P = Harga Standar x = Berat

Po = Harga Survey a = Ongkir

P1 = Harga Survey + (Berat x Ongkir) b = Profit

P2 = P1 + Profit ¢ = Inflasi

P3 = P2 + Inflasi d = Pajak (PPN)
P = P3 + Pajak

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1) Standar Satuan Harga berlaku untuk Perencanaan dan Penganggaran
Tahun Anggaran 2026.

(2) Apabila terdapat jenis, spesifikasi serta harga yang belum diatur dan
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, menjadi kebutuhan Organisasi
Perangkat Daerah dapat diinput kedalam SIPD RI setelah mendapatkan

persetujuan secara tertulis dari admin SIPD RI Kabupaten atas usulan
Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan
Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI INTAN JAYA,
TTD
ANER MAISINI

Diundangkan di Sugapa
pada tanggal 5 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,
TID
ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025 NOMOR 25

sesuai dengan aslinya
A BAGIAN HUKUM,




